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	Abstract: The implementation of the Regional Government Information System (SIPD) is a strategic initiative to improve governance through digital transformation. However, its effectiveness in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions remains underexplored. This study aims to analyze the implementation of SIPD and its impact on transparency and accountability in regional financial management at BPKAD Nduga Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with four key informants (Head of BPKAD, Head of Budget Division, DPRD member, and Regional Inspectorate), direct observation, and documentation. The findings reveal that SIPD implementation remains suboptimal due to low human resource competency (only 2 out of 48 employees trained), inadequate technological infrastructure (unstable internet, frequent power outages, obsolete hardware), and weak inter-agency data integration. Consequently, transparency falls into the low category, while accountability falls into the moderate category trending toward low. This study concludes that SIPD success depends not only on technical aspects but largely on basic infrastructure readiness, apparatus competency, and political commitment. A phased implementation strategy tailored to 3T regional conditions is recommended.

Abstrak: Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan tata kelola melalui transformasi digital. Namun, efektivitasnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SIPD serta pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Nduga. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci (Kepala BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Anggota DPRD, dan Inspektorat), observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan SIPD masih belum optimal karena rendahnya kompetensi SDM (hanya 2 dari 48 pegawai terlatih), infrastruktur teknologi yang tidak memadai (jaringan tidak stabil, pemadaman listrik, perangkat keras usang), dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Akibatnya, transparansi berada pada kategori rendah, sementara akuntabilitas berada pada kategori sedang cenderung rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dasar, kompetensi aparatur, dan komitmen politik. Strategi implementasi bertahap yang disesuaikan dengan kondisi daerah 3T direkomendasikan.
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PENDAHULUAN
Revolusi industri 4.0 dan transisi menuju Society 5.0 telah mengubah secara fundamental cara organisasi sektor publik menjalankan fungsinya. Konsep Society 5.0 yang digagas oleh Pemerintah Jepang menekankan pemanfaatan teknologi berbasis pengetahuan seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan robotika untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih nyaman dan produktif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks pemerintahan Indonesia, transformasi digital diwujudkan melalui pengembangan E-Government yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu instrumen utama dalam transformasi digital pemerintahan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan inovasi Kementerian Dalam Negeri yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mulai berlaku pada 27 September 2019 dan secara resmi menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dianggap sudah tidak mampu mengakomodasi kompleksitas pengelolaan pemerintahan daerah modern (Tumija, Hendra, & Marja, 2023). SIPD dirancang sebagai sistem yang terintegrasi dan saling terhubung, mencakup tiga pilar utama: (1) informasi pembangunan daerah, (2) informasi keuangan daerah, dan (3) informasi pemerintahan daerah lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Pasal 1). Melalui sistem ini, pemerintah pusat dapat memantau secara real-time proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Meskipun SIPD memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, implementasinya di berbagai daerah tidak berjalan mulus, terutama di daerah dengan karakteristik khusus seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kabupaten Nduga, yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan, merupakan salah satu kabupaten dengan tantangan geografis ekstrem, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur. Kondisi ini menjadi ujian sesungguhnya bagi efektivitas SIPD sebagai alat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian terdahulu oleh Novianti dan Falah (2024) di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada BPKAD memberikan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Hasanah, Adelia, Musyrifah, dan Rohmi (2025) di Kabupaten Jember, yang menyimpulkan bahwa SIPD berperan signifikan dalam memastikan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset daerah yang lebih akurat. Namun, studi-studi tersebut dilakukan di daerah dengan infrastruktur yang relatif memadai. Penelitian di Kabupaten Nduga sebagai representasi daerah 3T masih sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada. Padahal, karakteristik Nduga sangat berbeda dengan daerah-daerah tersebut.
Berdasarkan observasi awal peneliti pada bulan Maret hingga Juni 2026 di BPKAD Kabupaten Nduga, ditemukan empat fenomena permasalahan utama. Pertama, rendahnya kompetensi teknis sumber daya manusia. Sebagian besar operator SIPD tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi atau akuntansi, dan pelatihan resmi hanya diikuti oleh 2 orang pegawai pada tahun 2020 tanpa adanya pelatihan lanjutan. Kedua, infrastruktur teknologi yang tidak memadai dengan kecepatan internet rata-rata 1-3 Mbps dan pemadaman listrik yang terjadi 3-4 kali dalam seminggu. Ketiga, integrasi data yang lemah antar instansi karena BAPPEDA masih menggunakan sistem perencanaan yang berbeda (SIPPD) yang belum sinkron dengan SIPD. Keempat, rendahnya transparansi dan akuntabilitas yang terlihat dari temuan BPK RI atas LKPD Kabupaten Nduga tahun anggaran 2022 dan 2023 yang menunjukkan ketidakakuratan penyajian aset dan keterlambatan pelaporan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023, 2024).
Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nduga, menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pasca penerapan SIPD serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi mengatasi hambatan dalam penerapan SIPD. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di daerah 3T serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Nduga dan pemangku kepentingan terkait.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan SIPD serta pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Nduga. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020; Patton, 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif konteks sosial, budaya, dan infrastruktur yang mempengaruhi implementasi SIPD di daerah dengan karakteristik 3T.
2.2 Populasi dan Sampel
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Maret hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKAD merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab langsung dan utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan SIPD.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019). Kriteria informan meliputi bekerja di BPKAD atau instansi terkait minimal 2 tahun, terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, atau pengawasan keuangan daerah, memiliki jabatan strategis, serta bersedia diwawancara secara mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih empat informan kunci yaitu Kepala BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Anggota DPRD Komisi Keuangan, dan Inspektorat Kabupaten Nduga. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pendukung dengan dua operator SIPD (Memon et al., 2025).

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data secara simultan (Sekaran & Bougie, 2017). Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan jenis semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara berdasarkan indikator-indikator transparansi dan akuntabilitas dari Mardiasmo (2009, 2002). Kedua, observasi langsung dengan peran sebagai pengamat sebagai partisipan (observer as participant) yang dilakukan selama 10 hari kerja. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan struktur organisasi, SOP, dokumen laporan keuangan, dan regulasi terkait SIPD.

2.4 Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data melalui pemilihan, pemfokusan, dan pengelompokan data mentah, penyajian data dalam bentuk teks naratif, matriks, dan tabel, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara simultan dan terus-menerus hingga data jenuh.
2.5 Uji Keabsahan Data
Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019) yang mencakup triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden
Penelitian ini melibatkan empat informan kunci dengan karakteristik sebagai berikut:
Table 1. Informant Demographic Characteristics
	Informant Code
	Position/Role
	Gender
	Length of Work (years)
	Interview Date

	I-01
	Head of BPKAD Nduga Regency
	Male
	15
	May 10, 2026

	I-02
	Head of Budget Division BPKAD
	Male
	15
	May 12, 2026

	I-03
	DPRD Member (Finance Commission)
	Male
	2
	May 15, 2026

	I-04
	Regional Inspectorate (Auditor)
	Female
	7
	May 17, 2026


 Source: Primary data processed (2026)

3.2 Penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nduga
Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nduga dianalisis berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:
Aspek Sumber Daya Manusia. Temuan penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan pegawai tentang SIPD masih relatif rendah. Kepala BPKAD (I-01) mengungkapkan: "Dari 48 pegawai yang ada, hanya 2 orang yang pernah mengikuti pelatihan resmi dari Kemendagri pada tahun 2020. Setelah itu, tidak ada lagi pelatihan lanjutan." Hal ini diperkuat oleh Kepala Bidang Anggaran (I-02): "Saya sendiri belajar SIPD secara otodidak. Kalau ada error atau fitur baru, kami sering bingung." Observasi peneliti menunjukkan bahwa dari 6 operator yang sedang bekerja, 4 orang terlihat kesulitan dan sering membuka catatan atau bertanya ke rekan. Hasil ini sejalan dengan temuan Nasution dan Yulisa (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Aspek Infrastruktur Teknologi. Kendala infrastruktur menjadi showstopper utama. Kantor BPKAD hanya memiliki koneksi internet dengan kecepatan rata-rata 1-3 Mbps, yang sangat tidak memadai untuk mengakses SIPD berbasis website. Observasi peneliti selama 10 hari kerja mencatat bahwa koneksi internet stabil hanya 30% dari waktu, lambat 40%, dan mati/putus 30%. Pemadaman listrik terjadi rata-rata 3-4 kali dalam seminggu dengan durasi 2-8 jam dan sering tidak terjadwal. Kepala Bidang Anggaran (I-02) mengungkapkan frustrasinya: "Pernah saya sedang menginput RKA yang sudah 90% selesai, tiba-tiba listrik padam. Data hilang dan harus mengulang dari awal." Dari 12 unit komputer, hanya 2 unit yang dilengkapi UPS, dan 10 unit (83,3%) masih menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo dengan RAM 2 GB yang sering hang saat menjalankan SIPD. Hal ini mengkonfirmasi temuan Priatiningsih dan Sari (2022) bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai.
Aspek Kepatuhan terhadap Prosedur. Integrasi data antar instansi masih lemah. BAPPEDA menggunakan sistem perencanaan berbeda (SIPPD) yang belum sinkron dengan SIPD, menyebabkan input ulang data dan inkonsistensi. Tidak semua SKPD memiliki akses internet, sehingga beberapa mengirim data secara manual melalui flashdisk atau kertas. Praktik dual system (pencatatan manual dan digital) menciptakan risiko inkonsistensi data. Inspektorat (I-04) menegaskan: "Kami menemukan beberapa kasus di mana bukti transaksi tidak diunggah ke SIPD, atau diunggah tetapi tidak sesuai format." Keterlambatan input data RKA rata-rata 15-20 hari dari jadwal yang ditetapkan.

3.3 Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas
Berdasarkan teori Mardiasmo (2009), transparansi diukur melalui tiga indikator: informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Temuan penelitian menunjukkan tingkat transparansi masih rendah. Dari aspek informatif, Anggota DPRD (I-03) mengungkapkan: "Kami sering kesulitan mendapatkan data real-time dari SIPD. Kami hanya diberikan laporan cetak yang sudah dirangkum." Dari aspek keterbukaan, Kepala BPKAD (I-01) mengakui: "Fokus kami saat ini masih pada bagaimana membuat sistem internal berjalan, sementara aspek publikasi ke masyarakat masih kami kesampingkan." Dari aspek pengungkapan, tidak ada upaya proaktif BPKAD untuk melakukan publikasi informasi keuangan secara berkala. Website resmi Pemerintah Kabupaten Nduga jarang diperbarui dan masih menggunakan data tahun 2021-2022.
Berdasarkan teori Mardiasmo (2002), akuntabilitas diukur melalui empat indikator. Tingkat akuntabilitas berada pada kategori sedang cenderung rendah. Dalam akuntabilitas kejujuran dan hukum, Inspektorat (I-04) menjelaskan: "Tidak ditemukan indikasi korupsi yang signifikan, namun masalah kepatuhan terhadap prosedur dan ketepatan waktu masih menjadi catatan penting." Dalam akuntabilitas proses, praktik dual system menciptakan risiko human error dan inkonsistensi data. Dalam akuntabilitas program, Anggota DPRD (I-03) mengkritisi: "Kami tahu berapa anggaran dan realisasinya, tapi tidak tahu apakah program itu berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat." Dalam akuntabilitas kebijakan, DPRD merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses kebijakan penggunaan SIPD.
3.4 Kendala Utama dan Strategi Mengatasi
Berdasarkan triangulasi data, teridentifikasi lima kelompok kendala utama yaitu kendala sumber daya manusia (kompetensi rendah, tidak ada pelatihan berkelanjutan), kendala infrastruktur teknologi (jaringan, listrik, hardware), kendala integrasi data (sistem tidak sinkron, dual system), kendala regulasi dan kebijakan (komitmen lemah, tidak ada sanksi), dan kendala geografis dan sosiokultural (akses sulit, budaya kerja manual).
Strategi yang dirumuskan terdiri dari tiga tahap. Jangka pendek (0-6 bulan) meliputi pengadaan UPS, penggunaan teknologi offline-first, pelatihan intensif internal, dan penghapusan dual system bertahap. Jangka menengah (6-18 bulan) meliputi pembangunan menara telekomunikasi, pengadaan komputer baru, pembentukan tim implementasi SIPD, dan pembangunan dashboard publik sederhana. Jangka panjang (18-36 bulan) meliputi implementasi e-government terintegrasi, Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pembentukan forum pengawasan keuangan daerah.

3.5 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
Table 2. Gap Analysis of SIPD Implementation in Nduga Regency
	Aspect
	Expectation (Permendagri 70/2019)
	Reality at BPKAD Nduga
	Gap

	Planning
	Integrated between BAPPEDA and BPKAD, real-time
	Manual re-input, physical documents, delayed
	Very High

	Budgeting
	Online RKA input, real-time, accurate
	Network constraints, frequent errors, data loss
	Very High

	Execution
	SPP/SPM processed online, real-time
	Dual system (manual+online), frequent delays
	High

	Reporting
	Automatic reports, real-time, publicly accessible
	Delayed reports, inaccurate data, no public access
	Very High

	Supervision
	Real-time monitoring by central govt and public
	Cannot be monitored real-time due to poor network
	Very High


Source: Primary data processed (2026)
3.3 Pembahasan
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Tumija, Hendra, dan Marja (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan SDM daerah. Namun, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa di daerah 3T seperti Kabupaten Nduga, kesiapan infrastruktur menjadi prerequisite yang tidak dapat ditawar. Tanpa jaringan internet yang stabil dan listrik yang andal, SIPD tidak akan pernah dapat berfungsi optimal.
Penelitian ini mengkonfirmasi teori kesenjangan digital (digital divide) yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara daerah maju dan daerah 3T tidak hanya pada aspek akses (access gap), tetapi juga pada aspek keterampilan (skills gap) dan pemanfaatan (usage gap). Kebijakan nasional yang bersifat one size fits all tidak mempertimbangkan keragaman kondisi daerah, sehingga menimbulkan inefisiensi dan frustrasi di tingkat implementasi.
Temuan ini juga memperkuat kritik Mardiasmo (2018) bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah sekadar output dari sistem informasi, melainkan outcome dari keseluruhan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). SIPD hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Jika budaya birokrasi masih tertutup dan tidak akuntabel, sistem secanggih apapun tidak akan mengubahnya. Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi semata tidak cukup untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas; diperlukan komitmen politik, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan sistem insentif yang mendukung
KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nduga masih belum optimal karena tiga kendala utama: rendahnya kompetensi sumber daya manusia (hanya 2 dari 48 pegawai yang terlatih), infrastruktur teknologi yang tidak memadai (jaringan internet tidak stabil, pemadaman listrik sering, perangkat keras usang), dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Akibatnya, tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berada pada kategori rendah, sementara tingkat akuntabilitas berada pada kategori sedang yang cenderung rendah.
Keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada aspek teknis sistem, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dasar, kompetensi aparatur, dan komitmen politik pimpinan daerah. Penelitian ini merekomendasikan strategi implementasi bertahap yang disesuaikan dengan kondisi daerah 3T, mulai dari pengadaan infrastruktur darurat (UPS, teknologi offline-first), peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan, penguatan regulasi dan partisipasi publik, hingga pengembangan kebijakan yang memberikan fleksibilitas bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah informan yang terbatas dan cakupan penelitian yang hanya pada satu kabupaten. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pada beberapa kabupaten di Papua Pegunungan, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu, serta melakukan studi longitudinal untuk melihat perkembangan implementasi SIPD dalam jangka waktu yang lebih panjang.
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